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Analis Peraturan Perundang – undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang – undangan

Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 30 Oktober 1977
Alamat : Mrican No. 343 RT. 12/5 Kel. Kepatihan, 

Wiradesa, Pekalongan

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19771030 201001 2 001

Kontak Pribadi

0877 6439 8833
ardiannh@ymail.com
ardiannh@gmail.com
Bagian Hukum Setda

Pengalaman Kerja

1996 – 2001 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Fakultas Hukum

PENDIDIKAN

2004 – 2010               PTT  Bagian Hukum Setda
2010 – Mei 2018       Tenaga Teknis PPU Bagian Hukum
Mei 2018 – Mei 2020 Analis Konsultasi & Bantuan Hukum
Mei 2018 – Now         Analis Peraturan Per-UU-an dan Rancangan

Peraturan Perundang – undangan
Juli 2023 – Now             Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum
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DASAR HUKUM

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional;

3. Permendagri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen

dan Informasi Hukum;

5. Perja No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, 

Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan

Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Pelayanan Publik Adalah Kegiatan Atau Rangkaian Kegiatan Dalam Rangka
Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Sesuai Dengan Peraturan Perundang -
Undangan Bagi Setiap Warga Negara Dan Penduduk Atas Barang, Jasa,
Dan/Atau Pelayanan Administratif Yang Disediakan Oleh Penyelenggara
Pelayanan Publik ( Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik)

Pelayanan Hukum Adalah Layanan Yang Diberikan Oleh Jaksa Pengacara
Negara secara tertulis, maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi
orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha
Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat hukum dan informasi. (Lampiran
Perja No. 7 Tahun 2021)

JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

PENGERTIAN
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PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM

MELALUI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)

JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

ATAU JDIHN ADALAH WADAH PENDAYAGUNAAN BERSAMA ATAS

DOKUMEN HUKUM SECARA TERTIB, TERPADU, DAN

BERKESINAMBUNGAN, SERTA MERUPAKAN SARANA PEMBERIAN

PELAYANAN INFORMASI HUKUM SECARA LENGKAP, AKURAT,

MUDAH, DAN CEPAT. (PASAL 1 PERPRES NO. 33 TAHUN 2012 TTG

JDIHN)

MENGENAL JDIHN

JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN
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JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

PENGELOLAAN JDIH

Dalam pengelolaan JDIH WAJIB berpedoman pada Standar  Pengelolaan  • Dalam pengelolaan JDIH WAJIB berpedoman pada Standar  Pengelolaan  

Dokumen  Dan  Informasi  Hukum  (Pasal 1 Permenkumham No. 8 Tahun 

2019).

• ini dimaksudkan  sebagai  pedoman  yang  wajib  digunakan  dalam 

pengelolaan  dokumen  dan  informasi  hukum  oleh  seluruh anggota  

Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum Nasional untuk dapat 

memberikan layanan hukum yang baik.

JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN
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